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ABSTRAK 

 

 Evi Ristiasari, 201410115077. Skripsi. Pemutusan Hubungan Kerja Akibat  

Mogok Kerja Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Study Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 

K/Pdt.Sus-PHI/2015).  

Mogok kerja merupakan hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/buruh dan 

serikat pekerja/serikat buruh. Mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada 

batas dan ketentuan yang mengaturnya.  Hak mogok kerja ini jelas diatur dalam 

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mogok 

kerja tidak dapat dilakukan secara bebas, ada batas dan ketentuan yang mengaturnya, 

yaitu dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Namun dalam beberapa kasus, masih sering terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan 

secara sah, namun dianggap melanggar peraturan yang berlaku karena tidak 

terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan mogok. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan 

kepada data kepustakaan. Hasil penelitian adalah dalam putusan PHI nomor 

65/PDT.SUS – PHI/2015/PN.BDG  dan  putusan MA nomor: 838 K/PDT.SUS-

PHI/2015 mengatakan  para pekerja/buruh PT. IMC Tekno Indonesia 

dikualifikasikan mengundurkan diri karena mogok kerja. Pertimbangan hakim dalam 

memutus  perkara tersebut tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 

Kata Kunci: Mogok kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Asas Keadilan 
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ABSTRACT 

 

EVI RISTIASARI,  201410115077, Essay, termination of employment due to a 

lawful strike under Constitution number 13  year 2003 on employment (case study of   
number 65/Pdt.Sus-PHI/2005/PN.Bdg and the Supreme Court ruling number 

838K/Pdt.Sus- PHI/2005). 

 

Strikes are the basic right of workers/laborers and trade unions/unions. Strikes can 

not be done freely, there are limits and conditions governing them. The right to strike 

is clearly stipulated in pasal 137 undang-undang nomor 13 of 2003 on employment. 

strikes can not be made freely, there are limits and conditions governing them, that is 

done legally, orderly, and peacefully due to the failure of negotiations. In some 

cases, there are still legitimate strike actions, but are considered to violate the 

prevailing regulations due to non fulfillment of conditions for strikes. Research 

method using yuridis normativ method, that is method which concentrate to library 

data. The result of the research is in the putusan PHI nomor 65/PDT.Sus - 

PHI/2015/PN.BDG and putusan MA nomor 838 K / PDT.SUS-PHI / 2015 said the 

workers/laborers PT.IMC tekno indonesia are qualified to resign because of strike. 

The judge's consideration in deciding the case doesn't take into account undang-

undang nomor 13 tahun 2003 on employment. 
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